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ABSTRAK 

 

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OLEH PERAWAT YANG 

MELAKUKAN TINDAKAN ASUSILA KEPADA PASIEN 

BERDASARKAN KODE ETIK KEPERAWATAN DAN HUKUM 

PIDANA  

 

AGUNG DWI KURNIAWAN 

 

Tindak asusila yang dilakukan oleh perawat terhadap pasien merupakan 

pelanggaran serius terhadap kode etik profesi dan hukum pidana. Penelitian ini 

menganalisis pertanggungjawaban hukum perawat yang melakukan tindakan 

asusila berdasarkan kode etik keperawatan dan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat dapat dikenakan 

sanksi etik seperti peringatan atau pencabutan izin praktik oleh organisasi profesi, 

serta hukuman pidana berupa penjara atau denda sesuai dengan pasal-pasal 

KUHP. Penegakan hukum yang tegas dan pengawasan ketat diperlukan untuk 

melindungi pasien dan mencegah pelanggaran serupa. Penelitian ini menyarankan 

peningkatan pengawasan, pendidikan etik, dan penegakan hukum untuk 

menciptakan lingkungan perawatan yang aman. 

 

Kata Kunci: Perawat, Hukum Pidana, Kode Etik 
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ABSTRACT 

 

LEGAL LIABILITY OF NURSES COMMITTING INDECENT ACTS 

AGAINST PATIENTS BASED ON THE NURSING CODE OF ETHICS AND 

CRIMINAL LAW 

 

AGUNG DWI KURNIAWAN 

 

Indecent acts committed by nurses against patients constitute a serious violation 

of professional ethics and criminal law. This study analyzes the legal liability of 

nurses who engage in such acts based on the nursing code of ethics and the 

Criminal Code (KUHP). The findings indicate that nurses may face ethical 

sanctions such as warnings or revocation of their practice license by professional 

organizations, as well as criminal penalties including imprisonment or fines in 

accordance with KUHP provisions. Strict law enforcement and rigorous 

supervision are necessary to protect patients and prevent similar violations. This 

study recommends enhanced supervision, ethical education, and legal 

enforcement to create a safe healthcare environment. 

 

Keywords: Nurses, Criminal Law, Code of Ethics 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Bangsa Indonesia adalah sebuah komunitas beradab yang mencerminkan 

sikap dan pandangan hidup masyarakatnya, penuh dengan kecintaan terhadap 

kehidupan dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Landasan moral ini jelas 

bersumber dari Pancasila, yang menekankan pentingnya nilai-nilai luhur dengan 

inti dari “nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar bagi penerapan 

nilai-nilai lainnya. Sejak awal, negara Indonesia mengakui bahwa setiap warganya 

adalah individu beragama yang sadar akan pentingnya menjalani kehidupan 

dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dengan demikian, 

nilai-nilai agama memiliki peran vital dalam membentuk moralitas masyarakat. 

Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami lebih dalam bagaimana nilai-

nilai kesusilaan ini terbentuk dalam konteks masyarakat Indonesia.
1
 

Negara mengambil peran penting dalam memberikan perlindungan hukum. 

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada masyarakat antara lain 

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan 

hukum preventif adalah perlindungan yang memberikan keterangan melalui 

nasihat untuk membimbing masyarakat, dan perlindungan hukum represif adalah 

perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dalam peristiwa 

yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pemerintah mempunyai tanggung jawab 

                                                           
1
 Hwian Christianto, Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus 

(Yogyakarta: Suluh Media, 2017). Hlm, 4. 
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untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses terhadap layanan 

kesehatan berkualitas yang memenuhi kebutuhan mereka. Semua warga negara, 

pada hakikatnya, mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dasarnya dengan memenuhi seluruh potensi kemanusiaannya. Kami mempunyai 

kewajiban untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan hak-haknya 

sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang memuaskan. Setiap pihak 

membutuhkannya tanpa ada halangan atau halangan apapun. Dalam melindungi 

hak warga negara maka diperlukan perlindungan hukum dalam pelayanan 

Kesehatan.
2
 

Profesi keperawatan merupakan salah satu pekerjaan dengan tanggung 

jawab besar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebagai 

profesi yang bersentuhan langsung dengan fisik dan psikis pasien, perawat 

dituntut untuk berperilaku profesional dan mematuhi kode etik keperawatan, yang 

bertujuan melindungi martabat dan hak-hak pasien. Kode etik keperawatan 

mengatur standar moral dan profesional yang harus diikuti oleh perawat dalam 

menjalankan tugasnya, salah satunya adalah menjaga integritas dan kerahasiaan 

pasien serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pasien secara fisik, 

mental, maupun sosial.
3
 

Tindak pidana kesusilaan merujuk pada tindakan kriminal yang berkaitan 

dengan isu-isu moral. Meskipun definisinya terdengar sederhana, memahami 

ruang lingkupnya lebih dalam ternyata cukup kompleks. Ini disebabkan karena 

                                                           
2
 Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau 

Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen,” Jurnal Imiah 2 (2016): 53. 
3
 Paskalis Malafu Usfinit, Ani Margawati, Dan Luky Dwiantoro, “Peran Profesionalitas 

Perawat Yang Bekerja Secara Sukarela Di Rsud Kefamenanu: Deskriptif Kualitatif,” Journal Of 

Holistic Nursing And Health Science 5, No. 1 (2022): 74–83. 
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pengertian dan batasan kesusilaan sangat luas dan bervariasi tergantung pada 

pandangan serta nilai-nilai yang ada di masyarakat tertentu. Oleh karena itu, 

menentukan batasan atau ruang lingkup tindak pidana kesusilaan bukanlah 

perkara yang mudah. Jenis tindak pidana ini juga termasuk yang paling sulit untuk 

didefinisikan, mengingat kesusilaan bersifat relatif dan subjektif. Namun, 

perbedaan pandangan tentang kesusilaan di tingkat individu tidak sebesar 

perbedaan yang ada antar bangsa dan suku.
4
 

Perlindungan hukum terhadap pasien yang menjadi korban tindakan 

asusila oleh perawat merupakan isu yang sangat penting dan mendesak. 

Kepercayaan masyarakat terhadap profesi kesehatan, khususnya keperawatan, 

sering kali terguncang akibat tindakan oknum perawat yang menyalahgunakan 

kekuasaan dan tanggung jawab mereka. Kasus-kasus ini bukan hanya melanggar 

hukum pidana, tetapi juga merusak hubungan kepercayaan antara pasien dan 

penyedia layanan kesehatan.
5
 

Salah satu kasus yang menyoroti isu ini adalah peristiwa tindakan asusila 

yang dilakukan oleh seorang oknum perawat terhadap pasien di RS Bunda 

Medika Jakabaring Palembang, pada tanggal 20 Desember 2023. Kasus ini 

menjadi perhatian publik karena perawat yang seharusnya bertugas melindungi 

dan merawat pasien justru melakukan tindakan yang merugikan korban secara 

fisik dan mental. Tindakan asusila ini tidak hanya mencederai martabat korban 

tetapi juga menodai kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan. Kasus 

tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran etika dalam profesi kesehatan dapat 

                                                           
4
 Jaka Susila, “Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif 

Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia”Jurnal Ilmu Hukum  (2019): 79–94. 
5
 Wahyuni Fitri, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Vol. 1 (Pustaka Larasan, 2020). Hlm, 7. 
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terjadi bahkan dalam lingkungan yang seharusnya aman bagi pasien, sehingga 

penguatan perlindungan hukum bagi korban menjadi sangat penting. Dalam 

konteks ini, penting untuk meninjau mekanisme hukum yang ada, baik di tingkat 

regulasi maupun institusi, guna memastikan bahwa korban tindakan asusila dapat 

mengakses keadilan dengan mudah. Selain itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi 

tentang hak-hak pasien serta dukungan psikologis bagi mereka yang mengalami 

trauma akibat tindakan tersebut. 

Tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum perawat terhadap pasien 

merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi 

juga prinsip-prinsip etika dalam profesi keperawatan. Dalam konteks hukum 

pidana, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual, yang diatur 

dalam KUHP, dengan sanksi yang berat. Hal ini menunjukkan bahwa negara 

memiliki tanggung jawab untuk melindungi individu dari tindakan yang 

merugikan, terutama dalam lingkungan pelayanan kesehatan.
6
 

Pasien, sebagai pihak yang rentan, berhak atas perlindungan hukum yang 

memadai. Undang-Undang Kesehatan dan regulasi terkait lainnya memberikan 

landasan untuk melindungi hak-hak pasien, termasuk hak atas perlindungan dari 

tindakan kekerasan dan pelecehan. Namun, pelaksanaan perlindungan ini sering 

kali terhambat oleh kurangnya pemahaman hukum, stigma sosial, dan proses 

pelaporan yang rumit.
7
 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik menuangkan ke 

dalam skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM OLEH 

                                                           
6
 Ni Luh Emilia, Etika Dan Hukum Kesehatan (Cilacap: Media Pustaka, 2023). Hlm, 9. 

7
 Ronny Josua. Limbong, Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan 

Di Indonesia (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020). Hlm, 11. 
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PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN ASUSILA KEPADA 

PASIEN BERDASARKAN KODE ETIK KEPERAWATAN DAN HUKUM 

PIDANA”. 

 

B.    Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dari uraian diatas adalah: 

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Perawat yang Melakukan Tindakan 

Asusila Kepada Pasien Berdasarkan kode etik keperawatan? 

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Oleh Perawat yang Melakukan 

Tindakan Asusila Kepada Pasien Berdasarkan Hukum Pidana? 

 

C.  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup permasalahan ini meliputi analisis hukum mengenai 

tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum perawat, dengan penekanan pada dua 

aspek utama.:  

1. Tinjauan terhadap Kode Etik Keperawatan yang mengatur perilaku 

profesional serta tanggung jawab perawat terhadap pasien. 

2. Penerapan hukum pidana yang relevan, termasuk pasal-pasal yang 

mengatur pelanggaran terhadap kesusilaan dan perlindungan pasien. 

Menggali ke dalam kedua aspek ini akan membantu memahami implikasi 

hukum dan etika, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk 

melindungi pasien. 
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D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun Tujuan dan Manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a) Mengevaluasi Kode Etik Keperawatan terkait perilaku profesional 

perawat, guna memberikan rekomendasi untuk peningkatan standar 

etika dan pencegahan Pendidik serupa di masa depan. 

b) Menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindakan asusila 

yang dilakukan oleh oknum perawat untuk memahami sanksi dan 

perlindungan hukum bagi pasien. 

2. Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a) Manfaat Teoritis: 

1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori 

keperawatan dan hukum dengan menelaah interaksi antara kode 

etik dan hukum pidana dalam konteks perlindungan pasien. 

2) Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kode etik dalam 

praktik keperawatan, serta implikasinya terhadap tanggung 

jawab profesional perawat. 

b) Manfaat Praktis: 

1) Meningkatkan kesadaran perawat tentang risiko tindakan asusila 

dan pentingnya menjaga etika serta profesionalisme dalam 

praktik keperawatan. 



7 
 

 

2) Meningkatkan perlindungan bagi pasien dengan memberikan 

informasi yang jelas tentang hak-hak mereka dan langkah-

langkah yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran. 

 

E.    Kerangka Konseptual 

Berikut adalah kerangka konseptual tentang Pertanggungjawaban Hukum 

Terhadap Perawat Yang Melakukan Tindakan Asusila Kepada Pasien 

Berdasarkan Kode Etik Keperawatan Dan Hukum Pidana: 

a) Pertanggungjawaban hukum erat kaitannya dengan konsep hak dan 

kewajiban. Hak seseorang selalu berkaitan dengan kewajiban orang 

lain. Umumnya, diterima bahwa setiap hak yang dimiliki individu 

berhubungan langsung dengan tanggung jawab pihak lain. Salah satu 

aspek yang relevan dengan kewajiban hukum adalah tanggung jawab 

hukum itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa individu dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas tindakan tertentu, yang berarti mereka 

berisiko menghadapi sanksi jika tindakan tersebut melanggar peraturan 

yang ada.
8
 

1. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 

tentang Keperawatan, perawat adalah seseorang yang telah 

menyelesaikan pendidikan tinggi di bidang keperawatan, baik di dalam 

maupun luar negeri, yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Selain itu, Pasal 1 ayat (3) undang-undang yang 

sama mendefinisikan keperawatan sebagai kegiatan memberikan 

                                                           
8
 Shalihah Fithriatus, Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum, Vol. 1 (Yogyakarta: 

Kreasi Total Media, 2019). Hlm, 20. 
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perawatan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik 

dalam keadaan sakit maupun sehat. 

b) Tindakan asusila merujuk pada perilaku yang melanggar norma seksual 

dan moral, yang dapat mencakup berbagai tindakan yang tidak pantas 

secara seksual. Dalam konteks hukum, khususnya Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan asusila dapat mencakup 

pelecehan seksual, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, atau 

tindakan lain yang merugikan korban secara seksual.
9
 

2. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, 

pasien didefinisikan sebagai setiap individu yang menerima pelayanan 

kesehatan dari tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan. 

c) Kode Etik Perawat adalah suatu deklarasi atau keyakinan yang 

mencerminkan kepedulian moral, nilai-nilai, dan tujuan dalam bidang 

keperawatan. Kode Etik Keperawatan berfungsi sebagai standar 

profesional yang menjadi pedoman perilaku perawat serta kerangka 

untuk pengambilan Keputusan.
10

 

d) Hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-

keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) 

telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu 

penderitaan yang bersifat khusus. Hukum pidana merupakan 

keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam 

kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa 

                                                           
9
 Dewi Laksmi Christantino Hindiana, “Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Di 

Kepolisian Resorkarangasem” 3 (Desember 2022): 1–6. 
10

 M Kes Ruminem Dan M Kes, Pengantar Etika Keperawatan, Vol. 1 (Samarinda, 

2021). Hlm, 42. 
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yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa 

(penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.
11

 

 

F.    Review Studi Terdahulu yang Relevan 

Dalam pengerjaan skripsi ini penulis melakukan beberapa pencarian baik 

di bidang hukum maupun di bidang kesehatan. Adapun beberapa penelitian 

tersebut diantaranya: 

No. Judul Nama 

Peneliti 

Tahun Hasil Penelitian 

1 Jurnal: 

Pertanggungjawaban 

Hukum Terhadap 

Perawat dalam 

Pemenuhan 

Kewajiban 

Berdasarkan Kode 

Etik Keperawatan 

Anwar 2021 Beberapa faktor yang 

memengaruhi 

pertanggungjawaban hukum 

perawat yang tidak 

menjalankan kewajiban dan 

kode etiknya termasuk 

pelimpahan wewenang. 

Ketika dokter memberikan 

tugas kepada perawat, hal 

ini dapat mengakibatkan 

tumpang tindih pekerjaan, 

sehingga perawat lebih 

banyak menghabiskan 

waktu untuk melaksanakan 

tugas yang dilimpahkan 

daripada fokus pada 

                                                           
11

 S H Takdir, Mengenal Hukum Pidana (Palopo: Laskar Perubahan, 2013). Hlm, 28. 
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tanggung jawab mandiri 

mereka.
12

 

 

2 Jurnal: Analisis 

Yuridis Atas Tenaga 

Keperawatan yang 

Melakukan Pelecehan 

Seksual kepada Pasien 

Dhian Yuli 

Prasetyo 

2020 Kebijakan mengenai tindak 

pidana pelecehan seksual 

yang dilakukan oleh tenaga 

keperawatan terhadap 

pasien didasarkan pada 

beberapa faktor. Pertama, 

kasus pelecehan seksual 

tersebut mencerminkan 

penurunan kualitas dalam 

pelaksanaan profesi. Kedua, 

kode etik perawat tidak 

mengatur mengenai tindak 

pidana, melainkan lebih 

fokus pada pelanggaran 

disiplin. Akibatnya, kode 

etik hanya dapat digunakan 

sebagai dasar pertimbangan 

oleh hakim melalui hasil 

rapat Majelis Tenaga 

Kesehatan Indonesia 

(MTKI) yang memiliki 

Komite Disiplin Tenaga 

Kesehatan.
13

 

 

                                                           
12

 Anwar Anwar Dan Bruce Anzward, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perawat 

Dalampemenuhan Kewajiban Berdasarkan Kode Etikkeperawatan” 8, Journal de Facto No. 1 

(2021): 12-28. 
13

 Prasetyo, “Analisis Yuridis Atas Tenaga Keperawatan Yangmelakukan Pelecehan 

Seksual Kepada Pasien” Jurnal Ilmiah Sultan Agung , No. 2 (April 2020): 374–89. 
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3 Jurnal: Nabillah 

Amir 

Perbuatan 

Perawat 

yang 

Melakukan 

Kesalahan 

dalam 

Tindakan 

Medis 

2020 Perawat dalam 

melaksanakan tugasnya 

harus bertindak secara 

profesional dan menerapkan 

kehati-hatian agar kejadian 

serupa, seperti kasus salah 

suntik obat yang dilakukan 

oleh perawat, tidak terulang. 

Kesalahan ini terjadi karena 

perawat tidak teliti dan tidak 

memeriksa kembali apakah 

obat yang diterima sesuai 

dengan resep.
14

 

 

 

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan 

Menurut temuan yang dijabarkan dalam tiga studi yang tertera di tabel, 

terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dan yang dilakukan oleh penulis, 

antara lain: 

1. Jurnal Anwar yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap 

Perawat Dalam Pemenuhan Kewajiban Berdasarkan Kode Etik 

Keperawatan” bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum 

perawat dalam pemenuhan kewajiban dan kode etik keperawatan dalam 

praktik keperawatan. 

2. Jurnal Dhian Yuli Prasetyo yang berjudul "Analisis Yuridis Atas 

Tenaga Keperawatan yang Melakukan Pelecehan Seksual kepada 

                                                           
14

 Dian Purnama Nabbilah Amir, “Perbuatan Perawat Yang Melakukan Kesalahan Dalam 

Tindakan Medis,” Kertha Wicaksana 14, No. 2 (23 Juli 2020): 77–86. 
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Pasien" bertujuan untuk mengidentifikasi dasar kebijakan yang 

berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh 

tenaga keperawatan terhadap pasien. 

3. Jurnal Nabillah Amir yang berjudul "Perbuatan Perawat yang 

Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis" bertujuan untuk 

menganalisis tanggung jawab perawat yang bekerja di rumah sakit 

terkait dengan kesalahan injeksi pada pasien. 

 

G.   Metode Penelitian  

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang menerapkan metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa 

fenomena hukum. Proses ini mencakup analisis mendalam terhadap faktor-faktor 

hukum yang relevan, dengan tujuan menemukan solusi untuk permasalahan yang 

timbul dalam fenomena tersebut. 

c) Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. 

Penelitian normatif adalah studi yang berfokus pada dokumen, 

melibatkan penggunaan sumber-sumber hukum seperti peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pandangan 

para ahli. Penelitian ini akan menganalisis penegakan hukum terhadap 

perawat yang melakukan tindakan asusila terhadap pasien berdasarkan 

peraturan yang berlaku dan teori hukum.
15

 

                                                           
15

 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Vol. 1 (Mataram, 2020). Hlm 53. 
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1. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan 

hukum sekunder yang didapat dari studi kepustakaan antara lain: 

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat 

terdiri atas: 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

2) Kode Etik Keperawatan 

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan 

5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 

6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: 

1) Rancangan undang-undang 

2) Hasil-hasil penelitian 

c) Hasil karya dari pakar hukum.
16

 

d) Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi 

kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam 

penulisan untuk mendapatkan data sekunder melalui proses membaca, 

mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-

undangan, buku, serta bahan tulisan lainnya yang relevan dengan 

penelitian yang sedang dilaksanakan.
17

  

2. Pengolahan data  

Pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

                                                           
16

 Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Vol. 12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). Hlm, 79. 
17

 Miza Nina Adlini Dkk., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka” Jurnal 

Pendidikan, No. 1 (2022): 974–800. 
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e) Pemeriksaan data dilakukan untuk memastikan apakah data yang 

diperoleh masih memiliki kekurangan dan apakah data tersebut 

sudah sesuai dengan permasalahan yang ada. 

f) Peninjauan kembali merupakan proses memeriksa kembali data 

yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka, serta menganalisis isi 

hukum. Hal ini penting untuk memastikan apakah data yang kita 

miliki dapat digunakan untuk langkah selanjutnya. Setelah 

mengumpulkan data, langkah peninjauan kembali dilakukan 

dengan menyelaraskan data tersebut dengan permasalahan dalam 

penelitian ini, serta menyaring data yang diperlukan dari yang telah 

terkumpul. 

A. Penyusunan data adalah proses mengumpulkan dan menyusun 

semua data yang telah diperoleh secara teratur sesuai dengan 

urutannya.
18

 

Setelah proses pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara 

kualitatif. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan 

bagaimana proses pertanggungjawaban hukum diterapkan, baik dalam konteks 

keperawatan maupun hukum pidana. Dengan metode ini, penulis dapat 

mengidentifikasi pola, prosedur, dan mekanisme yang digunakan untuk 

menegakkan kode etik keperawatan dan hukum pidana dalam menangani 

pelanggaran yang dilakukan oleh perawat. 

 

                                                           
18

 Ahmad Dan Muslimah, “Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif” 

Jurnal Hukum, (2021): 1. 
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H.   Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode untuk mempermudah 

pembaca dalam memahami isi dari karya tersebut. Sistematika penulisan karya ini 

terdiri dari 4 bab, sebagai berikut: 

BAB I memuat tentang Latar belakang permasalahan, Rumusan masalah, 

Ruang lingkup, Tujuan dan manfaat penelitian, Kerangka konseptual, Review 

studi terdahulu, Metode penelitian, dan diakhiri dengan Sistematika penulisan 

BAB II memuat tentang Tinjauan Pustaka Pertanggungjawaban hukum, 

Tindak Pidana Asusila, Kode Etik Keperawatan, Perlindungan Hukum Bagi 

Pasien. 

BAB III memuat tentang Hasil penelitian Pertanggungjawaban olrh 

perawat yang melakukan tindakan asusila kepada pasien berdasarkan kode etik 

keperawatan dan Pertanggungjawaban hukum oleh perawat yang melakukan 

tindakan asusila kepada pasien berdasarkan hukum pidana. 

BAB IV memuat tentang bagian akhir berupa kesimpulan dan saran. 
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